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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat
tentang Pemberian Uang Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Batu
Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalsel ini merupakan hasil penelitian
lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana persepsi
masyarakat terhadap pemberian uang jujuran dalam perkawinan adat Banjar di Desa
Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalsel? dan bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pemberian jujuran dalam
perkawinan adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
Kalsel?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi
dan kuesioner. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan
metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan
menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif,

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Batu Balian Kec.
Simpang Empat Kab. Banjar menganggap pemberian vang jujuran wajib diberikan
kepada calon mempelai wanita dari pihak calon mempelai laki-laki. Uang jujuran
adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai
pemberian ketika akan melangsungkan perkawinanan selain mahar. Nilai pemberian
uang jujuran sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat,
apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai vang jujuran
yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada perempuan tersebut, demikian
pula dalam hal pendidikan, jika wanita yang akan dinikahi berpendidikan maka uang
Jujuran akan lebih banyak diberikan daripada wanita yang tidak berpendidikan.
Selain kekayaan dan pendidikan antara wanita gadis dan janda juga terdapat
perbedaan dalam hal pemberian vang jujuran, wanita janda akan mendapatkan uang
Jujuran yang lebih sedikit daripada wanita yang masih gadis.

Pelaksanaan pemberian uang jujuran dalam perkawinan adat Banjar di desa
Batu Balian tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan
calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan
itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan.

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada masyarakat desa Batu Balian Kec.
Simpang Empat Kab. Banjar hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang
berkaitan dengan hukum perkawinan Islam agar tidak menganggap pemberian uang
Jujuran merupakan pemberian wajib melainkan hanya berupa hadiah yang diberikan
mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.

v
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan semua makhluk hidup berpasang-pasangan dan
menjadikan mereka saling membutuhkan terhadap pasangannya serta merasa
tentram dengannya. Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 yang

berbunyi:

2 - - °
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demllaan itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Allah menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin tertentu dan
membuatnya merasa nyaman serta mempunyai perasaan mencintai terhadap
lawan jenisnya. Oleh karena itu, Allah mensyari’atkan perkawinan agar
hubungan antara kedua lawan jenis tersebut menjadi halal.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang menjadi hukum alam di dunia.

Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja tetapi hewan dan tumbuh-

]Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemabannys, (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah,
2009), 644



tumbuhan pun melakukan perkawinan. Hal ini tercantum dalam Al-Qur’an surah

Yasin ayat 36 yang berbunyi:
-’ -’ A 2] -, @ -
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Artinya: “Tuhan yang teclah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun
dari apa yang tidak mereka ketahul’.

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau
misaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah yang bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum adat pun tidak semata-mata berarti ikatan
antara seorang pria dan dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud
mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga
rumah tangga, tetapi juga berarti hubungan hukum yang menyangkut para
anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.’

Perkawinan dalam budaya Banjar disebut bakakawinan. Bakakawinan
merupakan perbuatan suci yang harus dijalani semua orang. Seorang gadis yang
sudah meningkat dewasa dan menurut ukuran desanya seharusnya sudah kawin
apabila belum ada yang meminang maka orang tua akan berusaha untuk

menemukan jodohnya buat si gadis.

2 .
Ibid, 862
3Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100



Sebelum prosesi bakakawinan dilaksanakan salah satu tahapan yang harus
dilalui bagi calon mempelai laki-laki ialah bapara/badatang. Bapara/badatang
adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada
pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian uang jujuran yang
akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita
apabila pinangan tersebut diterima. Perkawinan dalam bentuk jujur seperti ini di
daerah lain biasa disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, yaitu beuli niha
(Nias Selatan), unjung, sinamot, pangolin, boli, tuhor (Batak), seroh (Lampung),
wilin, beli (Maluku) Patukun luh (Bali).*

Masyarakat Banjar khusunya masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang
Empat Kab. Banjar menganggap bahwa pemberian uang jujuran dalam sebuah
perkawinan adalah wajib. Tidak ada vang jujuran berarti tidak ada perkawinan.
Masyarakat Desa Batu Balian beranggapan bahwa uang jujuran setingkat dengan
mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal ini terjadi karena antara uang
Jujuran dan mahar adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah
perkawinan. Seorang calon suami yang memberikan uang jujuran kepada calon
istrinya berarti tidak secara langsung juga telah memberikan mahar kepadanya,
namun jika calon suami tersebut hanya memberikan mahar kepada calon istrinya
maka tidak termasuk didalamnya uang jujuran dan jika hal ini terjadi maka

perkawinan tidak bisa dilangsungkan.

‘Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 115



Uang jujuran yang diberikan oleh mempelai laki-laki seringkali lebih
banyak daripada mahar, Hal ini dibuktikan ketika prosesi akad nikah yang hanya
menyebutkan sebagian kecil dari nilai uang jujuran yang diberikan kepada
mempelai wanita sebagai maharnya.

Status sosial seseorang sangat mempengaruhi dalam hal penentuan
pemberian uang jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin
banyak pula uang jujuran yang akan diberikan oleh pihak laki kepada wanita
tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda, vang jujuran yang
diterimanya akan lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih gadis.

Faktor lain yang mempengaruhi penentuan pemberian vang jujuran adalah
pendidikan, Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka
semakin banyak pula uang jujuran yang diberikan dan jika tidak memberikan
uang jujuran dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan dari
masyarakat. Kebiasaan ini berlaku pada masyarakat Desa Batu Balian Kec.
Simpang Empat Kab. Banjar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke
periode selanjutnya sampai sekarang.

Uang jujuran yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki kepada
mempelai wanita umumnya digunakan untuk keperluan acara resepsi, membeli
keperluan rumah tangga dan bekal hidup berkeluarga kelak.

Hukum perkawinan Islam tidak mengenal adanya ketentuan untuk

memberikan uang jujuran. Calon mempelai laki-laki hanya diwajibkan untuk



membayar mahar kepada calon mempelai wanita sebagai syarat sahnya
perkawinan. Kewajiban membayar mahar disebutkan dalam al-Qur'an surah an-

Nisa ayat 4 yang berbunyi:
# 4 2 . o 2 - e - #. - ’ -
Ay L 85185 Ui & 5 2 ST Ll OB e gl S 14T

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (vang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan)
yang sedap lagi baik akibatn ya .

Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri,
seperti diantaranya hak mendapatkan mahar dari suaminya. Tidak seorang pun,
meski itu ayahnya, ibunya atau saudaranya bisa mengambil secuil maharnya
kecuali atas izin dan kerelaan hatinya.

Hukum Islam tidak menentukan pasti tentang standar minimal dan
maksimal dari mahar yang harus dibayarkan oleh suami kepada kepada calon
istri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-
lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada calon suaminya. Sebagaimana
dalam sebuah hadits yang berbunyi:

o &, }/'l.’:/‘rr of. 2 s ﬂ.ﬁ‘,’ o 2o o o - w’ ‘nz’_z’_} o -

E—")’E""’)’ .Jbr.l.ajg._.bA.UlgLoG?)\oi;meﬁ}gﬁnyfgb‘silyuwéf

(o o13)) b o 30

SDepartemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 115
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C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah

pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan

atau duplikasi dari kajian terdahulu.

1.

Berdasarkan temuan penulis ada penelitian serupa dengan skripsi ini yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Akhmad Affandi yang berjudul “TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI "JUJURAN" DAN
IMPLIKASINYA DALAM PERKAWINAN ADAT PATRILINEAL”.
Penelitian ini menitik beratkan pada implikasi dari pemberian “jujur” yang
berdampak pada putusnya hubungan istri dari keluarganya.
Skripsi yang disusun oleh Sa’diyah yang berjudul “MOTIVASI CALON
ISTRI MEMBERIKAN DANA KEPADA CALON SUAMI SEBAGAI
JUJURAN DI KOTA BANJARMASIN”® Penelitian ini berkenaan tentang
motivasi seorang calon istri untuk memberikan jujuran baik itu setengah atau
seluruh dari nilai vang jujuran. |

Selain menelusuri skripsi yang membahas tentang jujuran penulis juga

menelusuri buku-buku yang berkaitan dan membahas tentang jujuran, adapun

buku yang ditemukan adalah sebagai berikut:

"Akhmad Affandi, “Tinjsvan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Jujuran” Dan Implikasinya

Dalam Perkswinan Adat Patrilineal’, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah,
IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

8Sa’diyah, “Motivasi Calon Istri Memberikan Dana Kepada Calon Suami Sebagai Jujuran Di

Kota Banjarmasin”, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Antasari
Banjarmasin, 2007



1. URANG BANJAR DAN KEBUDAYAANNYA yang diterbitkan oleh Badan
Penelitian dan pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.’
membahas secara umum tentang budaya yang ada pada masyarakat Banjar
termasuk didalamnya pembahasan mengenai pemberian uang jujuran dalam
perkawinan adat Banjar.

2. ISLAM DAN MASYARAKAT BANJAR karya Alfani Dawud.'’ Buku ini
menjelaskan tentang kebudayaan dan adat istiadat yang berlaku pada
masyarakat Banjar yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam
diantaranya tentang pemberian uang jujuran dalam perkawinan adat Banjar.

Beberapa kajian di atas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini.

Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat Desa Batu Balian,
salah satu komunitas yang menganut adat istiadat Banjar.

2. Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap Persepsi
masyarakat tentang pemberian uang jujuran dalam perkawinan adat Banjar di
Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar.

Penelitian terhadap permasalahan pemberian uang jujuran ini menjadi urgen
karena berdasarkan pada kenyataannya pemberian uang jujuran ini banyak

dilakukan masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, Urang Banjar dan
Kebudayaannya, (Pustaka Banua: Banjarmasin, Cet. II, 2007).

YAlfani Daud, fslam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).



padahal itu bukan merupakan rukun maupun syarat perkawinan. Hal ini menjadi
lebih menarik lagi karena sebagian besar masyarakat desanya memeluk agama
Islam dan pelaksanaan pemberian uang jujuran seperti ini sudah menjadi

kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan dan bersifat wajib dalam perkawinan.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan penelitian diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberian vang jujuran
dalam perkawinan adat banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat
Kab. Banjar.
2. Menganalisis dengan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang
pemberian uang jujuran dalam perkawinan adat Banjar di Desa Batu Balian

Kec. Simpang Empat Kab. Banjar.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat di dua aspek berikut:
1. Aspek teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan
dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang pemberian uang
Jujuran dalam kebiasaan perkawinan adat masyarakat Banjar di Desa Batu
Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar. Penelitian ini juga diharapkan

menambah wawasan pengetahuan tentang kebiasaan memberikan uang
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Jjujuran di Desa Batu Balian, sehingga dengan adanya skripsi ini dapat
mengetahui kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Batu Balian Kec.
Simpang Empat Kab. Banjar.
2. Aspek praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar dalam

pelaksanaan perkawinan tentang adanya pemberian vang jujuran.

F. Definisi Operasional
Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau

variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji

atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari

variabel-variabel tersebut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan  ketentuan-ketentuan  yang
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al Qur'an dan As
Sunnah atau disebut juga hukum syara.''" Hukum Islam
dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan
pada pendapat para fugaha dan ulama.

Uang jujuran : Benda magis yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada

pihak wanita yang akan dikawininya dimaksudkan untuk

! Sudarsono, Kamus Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169
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mempertahankan keseimbangan magis dalam kelompok
kekerabatan wanita.'> Namun yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah Uang yang diberikan oleh pihak laki-
laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan
melangsungkan perkawinanan selain mahar.

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT
TENTANG PEMBERIAN UANG JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT
BANJAR DI DESA BATU BALIAN, KEC. SIMPANG EMPAT KAB.
BANJAR KALSEL terbatas pada pembahasan tentang bagaimana persepsi atau
pandangan masyarakat terhadap pemberian uang jujuran yang diberikan dalam

sebuah perkawinan yang nantinya akan dianalisis dengan hukum Islam.

G. Metode Penclitian
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:
a. Data tentang persepsi masyarakat tentang pemberian uang jujuran dalam
perkawinan adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab.

Banjar.

12 Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, (Bandung: Alumni, 1982), 105
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b. Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang
pemberian uang jujuran dalam perkawinan adat Banjar di Desa Batu
Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan
menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari
subyek penelitian lapangan (responden) yaitu Masyarakat Desa Batu
Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar yang melaksanakan yaitu para
pihak yang sudah menikah, memberikan atau menerima uang jujuran
dalam perkawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan
penelitian, antara lain:

1) Al-Qur’an dan Al-Hadis

2) Figh al Sunnah karya Sayyid Sabiq.

3) Figih Lima Madzhab karya Muhammad Jawad Mughniyah.
4) Bidayah al-Mujtahidkarya Ibnu Rusyd.

5) Al-Figh al-Islamiy Wa Adillatuhukarya Wahbah Zuhayliy.

6) Al Umm karya Imam Syafi’i.
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7) Hukum Perkawinan Adat karya Hilman Hadi Kusuma.
8) Meninjau Hukum Adat Indonesia karya Soerjono Soekanto.
9) Islam & Masyarakat Banjarkarya Alfani Dawud.
10) Urang Banjar dan Kebudayaannya yang diterbitkan oleh Pemerintah
Propinsi Kalimantan Selatan
3. Populasi dan Sample
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.'> Populasi dalam
penelitian ini adalah masyarakat Desa Batu Balian yang bersuku Banjar dan
yang telah menikah atau yang melaksanakan tradisi pemberian uang jujuran.
Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.'
Penelitian ini menggunakan penelitian sampel, karena jumlah pupolasi yang
banyak schingga peneliti menggunakan sample yang diambil dari sebagian
jumlah populasi yang dianggap telah mewakili serta mengingat kemampuan
peneliti dilihat dari efesiensi waktu yang relatif singkat dan tempat
penelitian yang jauh. Maka sample penelitian ini berdasarkan pendapat
Suharsimi Arikanto "jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10%-15%
atau 20%-25%."
Bedasarkan pendapat tersebut maka peneliti mengambil sebanyak 10%

dari jumlah populasi warga desa masyarakat yang menikah dari masyarakat

S uharsimi Arikunto, Prosedur Penelitisn Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2000), Cet. XII, 115

" bid, 117

'S Ibid, 112



14

yang bersuku Banjar sebanyak 634 KK dari 852 KK sehingga jumlah yang
dianggap dapat mewakili dari keseluruhan masyarakat Desa Batu Balian Kec.
Simpang Empat Kab. Banjar jika diambil 10% dari 634 KK berjumlah 63
orang.

Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sample yaitu pengambilan sample yang disesuaikan dengan tujuan
penelitian. Sebagaimana dalam penelitian ini yang hanya tertuju pada
masyarakat yang bersuku banjar dan telah menikah.

4. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai
berikut:
a. Wawancara/ Interview
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan
atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.'® Dalam hal ini responden
yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat Desa Batu Balian Kec.
Simpang Empat Kab. Banjar sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 tuan

gury, 1 pengulu dan 2 perangkat desa.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif),
(Surabaya: Airlangga University Press, Cet. I, 2001), 133
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b. Pengamatan/Observasi
Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang
diselidiki."” Observasi dilakukan di Desa Batu Balian Kec. Simpang
Empat Kab. Banjar. Dalam hal ini yang diobservasi adalah tentang
pelaksanaan pemberian uang jujuran dalam perkawinan di Desa Batu
Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar.
c. Angket/Kuesioner
Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau
mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.'® Angket
yang dipakai adalah yang berbentuk tertutup (closed-ended question)
yaitu pertanyaan yang kemungkinan jawabannya sudah ditentukan
terlebih dahulu'®, Sejumlah pertanyaan akan disampaikan kepada para
responden yang sudah menikah di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat
Kab. Banjar.
d. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data yang dilakukan adalah:
1) Editing yaitu pengecekan atau pengorcksian data yang telah

dikumpulkan karena kemungkina data yang masuk (raw data) atau

7Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

'8]qbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinys, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 82

L P3ES, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 1989), 177
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data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.?

2) Coding yaitu memberi kode setiap jawaban yang terdapat dalam
kuesioner.”’ Mengklasifikasikan data dari hasil jawaban responden
atau informasi yang bervariasi menurut jenis dan macamnya.

3) Tabulasi yaitu memasukkan data ke dalam tabel-tabel dan mengatur

angka schingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai
kategori.2 Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

F x100%=...p)
N

Keterangan:
F = Frekuensi yaitu jumlah jawaban responden
N = Jumlah responden yang memberikan jawaban
P = Prosentase yang diperoleh
4) Interpretasi data yaitu pencarian pengertian yang lebih luas terhadap
data yang ditemukan.”? Guna mempermudah interpretasi data maka

data dikategorikan sebagai berikut:

00% - <20% : termasuk kategori rendah sekali
20% - <40% : termasuk kategori rendah
40% - < 60% : termasuk kategori cukup

M. Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. II
2006), 24

?IRianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2009), 119

2 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesi, Cet. VI, 2006), 355

 Nazir, Metode Penelitian, 374
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60% - < 80% : termasuk kategori tinggi
80% - < 100% : termasuk kategori tinggi sekali
e. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dengan
metode analisis deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial.?*
Metode analisis deskriptif ini bertujuan mengetahui persepsi
masyarakat tentang pemberian uang jujuran di Desa Batu Balian Kec.
Simpang Empat Kab. Banjar. Kemudian Data tersebut dinilai dan diuji
dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan dalam hukum Islam
dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan

disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan

yang ada.

H. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah alur pembahasan dalam menganalisis studi ini maka
sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan
penelitian yang isinya sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang

meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

24 Arikunto, Prosedur Pepelititian, 245
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penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori meliputi: Bab ini memuat tinjauan umum mahar yang
meliputi: Pengertian, dasar hukum mabhar, bentuk dan syarat mahar, nilai jumlah
mahar, macam-macam mahar, pelaksanaan pembayaran mahar dan pemegang
mabhar.

Bab III memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap
persepsi masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar yang
terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis, agama
masyarakat, pendidikan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan
persepsi masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tentang
pemberian uang jujuran dalam perkawinan adat Banjar.

Bab VI Analisis. Bab ini terdiri atas analisis hukum Islam terhadap
persepsi masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tentang
pemberian uang jujuran dalam perkawinan adat Banjar.

BAB V Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



BABII
MAHAR, ISLAM DAN BUDAYA

A. Mabhar Perspektif Islam
1. Pengertian Mahar

Secara Etimologi mahar berasal dari bahasa Arab yaitu ' dengan
bentuk jamaknya adalah - yang berarti slua) atau maskawin'. Dalam kamus

Munjid Fi Al-lughah wa al-A’lam, pengertian mahar adalah:

s -5 3 oA ’ 0 -,

}{}};Bi»wm.aj\;ﬂM&Jdlaémﬁu};}:j‘u\I:."@il
“Mahar adalah Sadaq yaitu sesuatu yang diberikan untuk perempuan berupa
harta yang bisa diambil manfaatnya secara syar’i dan memberikanya (mahar)
boleh secara langsung (tunai) atau tidak langsung (]wtang).z

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib
berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan
ketika dilangsungkan akad nikah.?

Secara Terminologi menurut Sayyid Bakriy Muhammad Syata Ad-

Dimyati pengertian mahar adalah :

5\1;,31’;&,/ 5

'A.W Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesis, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1363

2Abu Louis Ma'luf, Munjid £i al-Lugah wa al-A’lam, (Beirut: Dar al-Masyrug, Cet. 34, 1994),
777

3Deptu'temeu Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, edisi kedua, 1995), 613

19
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“Sesuatu yang diwajibkan karena adanya pernikahan atau wata
(bersetubuh)”?
Berbeda dengan Sayyid Bakriy Muhammad Syata Ad-Dimyati, Imam

Taqiyyuddin mengartikan mahar sebagai berikut :
22 T TPV SN SOL AR SN
g S i o sAl Lol JU "w"

“Penyecbutan terhadap apa yang wajib untuk diberikan kepada calon
pengantin perempuan dari pengantin pria sebab pernikahan atau
persetububan’®,

Makna senada juga dipaparkan oleh Imam Abi Zakariyya Yahya dalam
kitabnya Raudah at-Talibin yang menyatakan bahwa Mahar adalah sesuatu yang
wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan karena sebab pernikahan atau
persetubuhan.®

Muhammad Bagir dalam bukunya Figh Praktis Il mengartikan bahwa
mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjikan secara
tegas) oleh seorang suami kepada isterinya, pada saat mengucapkan akad nikah.’

Sedangkan menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah mahar yaitu satu

diantara hak isteri yang didasarkan kitabullah, sunnah rasul dan ijma kaum

muslimin.®

*Sayyid Bakriy Muhammad Syata Ad-Dimyati, /’anah at-Talibin, Juz 11, (Beirut: Dar-al Ihya
Kutub al-*Arabiyyah, t.t.), 346 ‘

SImam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 60

‘Imam Abi Zakariyya Yahya, Raudah ar-Talibin, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah,
1.t.), 574

7 Muhammad Bagir, Figh Praktis I, (Bandung: Karisma, 2008), 131

8 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009), 364
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Dari beberapa pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar
adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan
setelah terjadi akad nikah dan wajib bagi mempelai laki-laki untuk memberikan
keseluruhan jika terjadi pernikahan atau persetubuhan.

Al-Qur’an menyebutkan berbagai nama mahar yang berbeda-beda yang
dalam masing-masing nama menyiratkan tujuan agung dari pensyari’atannya.
Nama-nama itu adalah al-mabhr, as-sadaq, an-nihlah, al-ujr, al-faridah, al-hiba’,

al-‘ugr, al-‘ala’ik, at-tawul dan an-nikah.’

2. Dasar Hukum Mahar

Salah satu keagungan ajaran Islam adalah pengakuan atas kebebasan dan
kehendak perempuan untuk memiliki harta kekayaan. Islam juga telah
menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti diantaranya
hak mendapatkan mahar dari suaminya.

Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan dalam al-Qur’an dan hadits

Nabi. Dalil ayat al-Qur’an terdapat dalam surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:
Vo e 5,080 5 2 o 18 T 1 B b Sl S 14T,
Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (vang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuli kerelaan. kemudian jika mercka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

*Wahbah Zuhayliy, Al-Iigh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 1X, (Beirut: Dar al-Vikr, Cet. 1V,
1997), 6758
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hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan)
yang sedap lagi baik akibatnya”"’

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada
perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi
perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut. Perintah
untuk memberikan mahar juga tercantum dalam al-Qur’an surah An-Nisa ayat

25 yang berbunyi:
. so.y s, sf8ss s 5 of ° 4a 4 7
e ] Shosd a4y o#bal O3k K. .

Artinya : “...Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan

berilah maskawin mercka menurut yang patut.... """

Selain dalam al-Qur’an kewajiban mahar disebutkan juga dalam hadits

berikut:

, - -’
-

P /"’// o'/&.. e, M ,elz) o7, fﬁzf.ﬁ/: ﬁ’.’: " 0, o -
Lﬁ‘fk‘"’H‘JH’“‘&?‘JrJJJU%?DL&U}W-Jbg\eﬁ(_y‘y

2 o ° L ] , - s
(> 5 o) Tealah BAEDs 03V 106 (2 slele 106 (B

Artinya : “Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali untuk mengumpuli
Fatimah sebelum Ali memberikan sesuatu. Ali berkata “tidakiah saya
punya sesuatu’. Nabi SAW bersabda:” dimana baju besimu” lalu Ali
memberikan baju besi itu sebagai mahar. (H.R Abu Dawud).'?

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun

“Departemen Agama Rl, A-Qur’an dan Tarjemahnys, 77
" Ibid, 82
" Abu Dawud, Sunan Abi Daviud, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 488
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kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi.
Dalam hadits lain yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abu Salamah bin
‘Abdurrahman menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau Sadag

kepada isteri-isteri beliau. Sebagaimana hadits berikut :

° faf/ ol "‘ ’/ o, 7. P %, ‘ : ° %3 o 7.7, ‘o .
4 id D’ /ID s 0 My 0 “t /_,// ,. ‘ o ’: /”/ ” 01/ &/ n/ \‘ : ” ./// ’. ¢
)iéjlsjz'&g:g:\:p‘)jyfulm oS :db?rbjﬁlﬁd»‘é&b“ld_’:ﬂ):"wu\f

4 s .

L A | . .07 S0, 2 .o o {2 ¢ 2 0.{ 2 & 7 Py [ g .
dgh ok Blwls Bl L8 Lias B Y cB T Lol e Ll
# - -,

Y U A o,
(e 9 25 Y 1y o B0 L B0 g e
Artinya: “Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata:
“Aku pernah bertanya kepada Aisyah ra: “Derapakah mas kawin
Rasulullah SAW.? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada
isteri-isterinya adalah scbesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy’.
Aisyah r.a bertanya: “Tahukah satu nasy?. Abu Salamah menjawab
:"tidak”. Aisyah r.a berkata :”Yaitu sefengah ugiyah sama dengan 500
dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya” "’ (H.R
Muslim)

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk
mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian
dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan
sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki."*

Adapun mengenai status hukum mahar para fugaha sepakat bahwa mahar
merupakan syarat sahnya nikah, sehingga tidak boleh dihilangkan.ls Sedangkan

menurut Wahbah Zuhayliy mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah,

Bimam Muslim Ibn al-Hajjaj, Sahil Muslim, Juz V, (Beirut: Dar al-Fiks, Cet. II, 2008), 652
“Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, Tanwir al-Quiub, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,

1995), 384

STbnu Rusyd, Biddyah al-Mujtahid, Tuz 11, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyah, 1988), 18
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melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak
disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.'
Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy yang
menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci

(Makruh)."”

3. Bentuk dan Syarat Mahar

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau
barang berharga lainnya. Namun syari’at Islam memungkinkan mahar dalam
bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qasas ayat 27 yang berbunyi:

go - -

‘MWTQ&;C;*;S’C” ‘;;Jar{u u‘&&hw|db‘ﬁf5f:\uf¢l
Mw\w&\;uulgww“fsf f33
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Artinya :"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku
tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan
mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". 18

Menurut Muhammad Jawwad mahar boleh berupa perhiasan, perabot

rumah tangga, binatang, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang

‘>z uhayliy, Al-Figh al-Islamiy, 6761
Y Al-Kurdiy, Tanwir al-Qulib, 385
®Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Tarjemahnys, 388
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mempunyai harga.'®
Adapun Syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang
adalah® :
1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga
manfaatnya.
3. Barang itu memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang
tidak boleh diperjualbelikan tidak diperbolehkan dijadikan mahar.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam
arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.
Selain tersebut di atas Abu Muhammad ‘Abdillah dalam kitabnya a/-
Mugniy berpendapat bahwa segala sesuatu yang berharga, berbentuk jasa
dengan hutang atau kontan, banyak atau sedikit dan segala sesuatu yang dapat

diambil manfaatnya dapat dijadikan mahar.?!

4. Nilai Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan
kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia.
Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang

disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan

Jawad, Figh Lima Mazhab, 365
P Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakabat dan
Und&ng—Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 95
! Abu Muhammad ‘ Abdillah, A/ Mugniy, Juz V11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 162
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kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan
kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku
dimasyarakat.

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah
termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan
adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh
kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan
cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak
vang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari
besi.?

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang
bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebentuk cincin yang sangat
sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur’an dan lainnya,
sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.?

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang
pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan
oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum
perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada

suami. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

2Muhammad Syahrur, al-Kitsb Wa al-Qur’an: Qira‘ah Mu’ashirah, Penerjemah Sahiron
Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), 242
ZMuhammad Bagir, Figih Praktis II, (Bandung: Karisma, 2008),131



27

F..;u\.ﬂ‘ :',;- (3 :-)41 :J.; TN :).a s b’;;'-% v o cgﬂ E VY w3 e
',o /o", .. /‘: //orﬁ. /’r’ PRI K A’ ’6, - o:’ro/ . e . . °
VM T o S (el o JB Gy e Lo T o B e 050 2

(.Le*\ O‘}J)

Artinya :@ Bercerita kepada kita ‘Abdullah, berkata ayahku, berkata Yazid,
mengabarkan kepada kita Hammad bin Salamah, dari Ibnu Sakhbarah,
dari al-Qasim bin Muhammad, Dari Aisyah bahwasanya nabi telah
bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya
adalah yang paling murah maharnya”. (HR Ahmad).”

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari

kesukaran atau kesusahan (raf” al-harsj ) dan mengutamakan kemudahan (a/-

taysir). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan
keseluruhan syari’at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan
prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya
pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mercka
pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain Islam sangat
akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dimungkiri,
mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.”

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar
jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif,

antara lain®:

24Al_lmad Bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, Juz V1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 163
#<Abd. Al Qadir Mansur, Buku Pintar Fikih Wanits, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin

dari Kitab Figh al-Marah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah, (Jakarta: Zaman, 2009), 241

2Masjfuk Zuhdi , Studi Isfam Jilid IIf Muamalah, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 22
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1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan,
terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji,
akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.

2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa
berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka
karena mempunyai hutang yang banyak.

3. Mendorong terjadinya kawin lari

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta
mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan
dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan
mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah
atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal
batasan minimal.

Imam Syafi’i berpendapat dalam kitabnya A/-Umm bahwa batasan
minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat
mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan kalaupun
rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan
oleh manusia diantara sesama mereka.”’

Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham

“Imam Abi ‘Abdullah Muhammad ibn 1dfis Asy-Syati’i, a/-Umm, Juz 5-6, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1983), 64
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dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham.®

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur

keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan

untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu

dipaksakan.

5. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan

bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar

pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam yaitu:

a.

Mahar Musamima yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilanya
secara jelas dalam akad. Seperti inilah mahar yang banyak berlaku
dimasyarakat dalam suatu perkawinan. %

Mahar Musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada
waktu akad nikah supaya tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan
mahar semasa hidupnya atau semasa perkawinannya. Namun dalam keadaan
tertentu mahar dapat diserahkan secara tunai atau secara cicilan. Bila mahar
tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah

berlangsung hubungan kelamin, ketika akad maharnya dalam bentuk

musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara

3ayyid Sabiq, Figh as-Sunnabh, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 533
* Ibid, 88
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penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.
Namun bila putus perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan
kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban
mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad,
kecuali bila yang separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan isteri
walinya.*® Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 237 yang

berbunyi :
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Artinya :“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur
dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan
maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu
tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau
dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan
pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah

kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha melihat segala apa yang kamu kerjakar’".

Para fugaha sepakat hahwa dalam pelaksanaanya mahar musamma
harus diberikan secara penuh apabila:32
1. Telah bercampur (bersenggama).

2. Salah satu dari suami atau isteri meninggal.

¢ Amir Syarituddin, Garis-Garis Besar Figqh, (Jakarta: Kencana, Cet. 11, 2005), 99
lDe:partemen Agama Rl, Al Qur’an dan Tarjemahnys, 38
“Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munskahat (Kajian Fikibh Nikah Lengksp), (Jakarta:
Rajawali Perss, 2009), 46
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Menurut Kamal Mukhtar mahar musamma dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu3 3,

a. Mahar mu’ajjal yaitu mahar yang segera diberikan kepada isterinya.

b. Mahar mu’ajjal yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak
seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

b. Mahar Misi/ (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan
jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar
sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.>*

Menurut Sayyid Sabiq mahar misi/ diukur berdasarkan mahar
perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya,
hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negrinya
sama ketika akad nikah dilangsungkan. Apabila terdapat perbedaan maka
berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa
anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya®.

Mahar misi] diwajibkan dalam tiga kemungkinan®® :

a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau

jumlahnya.

*’Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam fentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
2004), 87

“Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam , 89

Sabiq, Figh as-Sunnah, 537

*8Svarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 89
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b. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak
memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat sepertinya
mahar dengan minuman keras.

c. Suami ada menyebutkam mahar musamma, namun kemudian suami
isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat
terselesaikan.

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar misi/ tidak ada ukuran
yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri di tengah-tengah
masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat

atau dengan saudaranya sendiri.

6. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Mahar adalah sesuatu yang wajib diadakan dan dijelaskan bentuk dan
harganya pada waktu akad. Pada lazimnya mahar memang dibayarkan atau
diserahkan bersamaan pada peristiwa akad, namun Islam tidak menentukan
wajib demikian. Dalam artian walaupun disebutkan pada waktu akad tetapi
tetap saja menjadi kewajiban seorang suami untuk menunaikannya selama masa
perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian.

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 24 yang berbunyi :

Tsa. ;fﬁ; =7
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Artinya : “..Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai

suatu kewsjiban...”.
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Sehubungan dengan tidak adanya ketentuan wajib tentang kapan mahar
harus dibayarkan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Amir Syarifuddin
suatu pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai
perempuan yang tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah peristiwa akad
nikah tidak disebut mahar tetapi nafagah. Kemudian bila pemberian dilakukan
dengan sukarela diluar akad nikah juga tidak disebut mahar, namun hanya
pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan
akad nikah.*’

Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau sebagian
dibayar tunai dan sebagian lainnya dihutang dengan syarat harus diketahui
secara detail. Misalnya, laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan
mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar
dalam waktu setahun®®,

Isteri berhak atas pembayaran seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi
persetubuhan antara mereka. Dan apabila diantara mereka terjadi perceraian
sebelum bersetubuh. Maka hak isteri atas mahar hanya separuh saja. Hal ini

sebagaiman firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 2() yang berbunyi :
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37Syarif'nddin, Hukum Perkawinan, {5
*Mughniyah, Figih Lima Mazhab, 368
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Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak, Maka janganiah kamu mengambil kembali dari
padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya
kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung)
dosa yang nyata”’

Dan tertera juga dalam surah al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:
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Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur
dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan
maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu

tentukan itu, kecuali jika Iisteri-isterimu itu mema'afkan atau
dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah,, dan pema'afan

kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan

keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala
apa yang kamu kerjakan.*°

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama

Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat

yaitu hubungan kelamin dan matinya salah seorang diantara keduanya setelah
berlangsungnya akad diluar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antar
ulama Hanafiyah dan Hanabalah. Mereka berpendapat bahwa kewajiban mahar
itu dimulai dari kha/wat meskipun belum berlaku hubungan kelamin, dalam

artian statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami isteri dalam banyak

¥Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Tarjemahnya, 85
“ Ibid, 38
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hal.*!

Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila
seorang suami melakukan kha/wat dengan isterinya dalam waktu yang cukup
lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri isterinya. Menurut Imam
Syafi’i tindakan suami isteri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap
mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar

melakukan hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya.*?

7. Pemegang Mahar

Al-Qur’an menghapus kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang
terkait dengan mahar dan mengembalikan mahar ke posisi orisinalnya. Dahulu
dalam periode pra Islam ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan
mengangap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai kompensasi untuk jasa
mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka.

Pada masa masa jahiliyah para ayah atau saudara laki-laki menyakini
bahwa mereka mempunyai kekuasaan atas anak atau saudara perempuannya,
Namun setelah Islam datang maka hilanglah kebiasaan adanya kekuasaan para
ayah atau saudara laki-laki terhadap perempuan.43

Islam -mewajibkan pemberian mahar sebagai symbol bahwa suami

memberikan penghargaan kepada isterinya yang telah bersedia menjadi

*ISyarituddin, Hukum Perkawinan, 8%
“’Mughniyah, Figih Lima Mazhab, 372
“3Sabiq, Figh as-Sunnah, 532
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pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi
hak mutlak bagi isteri dan tak seorangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri,
kedua orang tuanya maupun sanak keluarganya memiliki hak untuk
menggunakannya tanpa seizinnya dan dasar kerelaannya sepenuhnya,**

Terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat
Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa jika isteri masih kecil maka ayahnya
vang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika isteri tidak punya
ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah
yang berhak mengurusnya dan menyimpannya.*’

Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika
ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak
menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan schat akalnya, maka

ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya.*

B. Islam dan Budaya
1. Pengertian Budaya
Budaya berasal dari bahasa sangsekerta yaitu buddhayah. Merupakan
bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal berkaitan

dengan akal budi manusia. Dalam bahasa Inggris kebudayaan itu disebut cu/ture,

“Bagir, Figh, 131
4>Sabiq, Figh as-Sunnab, 538
8 Ibid
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berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan.*’ Etimologi kata
ini menurut Syed Abdul Latif berarti menumbuhkan akal manusia atau
perkembangannya dengan latihan. Dalam hal ini makna ini cu/fure itu adalah
aktivitas akal, pernyataannya (manifestasi) dalam segala perkara kehidupan.*®

Ahli sejarah mengartikan kebudaaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan
ahli Antropogi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, way of /ife, dan kelakuan.
Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan kebudayaan sangatlah
luas. Untuk memudahkan pembahasan, Emst Cassirer membaginya menjadi lima
aspek yaitu Kehidupan spritual, bahasa dan kesustraan, kesenian, sejarah dan ilmu
pengetahuan.

Aspek kehidupan Spritual, mencakup kebudayaan fisik, seperti sarana
(candi, patung nenek moyang, arsitektur) , peralatan (pakaian, makanan, alat-alat
upacara) juga mencakup sistem sosial, seperti upacara-upacara (kelahiran,
pernikahan, kematian). Aspek bahasa dan kesusteraan mencakup bahasa daerah,
pantun, syair, novel-novel. Aspek seni dapat dibagi menjadi dua bagian besar
yaitu visual arts dan performing arts yang mencakup seni rupa (melukis), seni
pertunjukan (tari dan musik) Seni Teater (wayang) Seni Arsitektur

(rumah,bangunan, perahu). Aspek ilmu pengetahuan meliputi scince (ilmu-ilmu

“’Abu  Ihsan  al-Atsari, “Pandangan Islam  Terhadap Kebudayaan”, dalam
http:/www.almanhaj.or.id/content/2643/slash/0 (06 Agustus 2010)

“®Sidi Gazalba, Islam dan Perobahan Sosiobudaya: Kajian Islam Tentang Perobahan
Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1983), 42
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eksakta) dan humanities (sastra, filsafat kebudayaan dan sejarah).*

Dalam Islam budaya disebut juga dengan adab. Sebelum kedatangan Islam
budaya jahiliyahlah yang berkembang dalam masyarakat Arab, diantara budaya
jahiliyah yang dilarang oleh Islam misalnya menisbatkan hujan pada bintang-
bintang dan lain sebagainya.

Agama Islam sangat menitikberatkan pengarahan para pemeluknya
menuju prinsip kemanusiaan yang universal, menoreh scjarah manusia dan
memecah tradisi serta budaya yang membelenggu manusia untuk mengambil
intisari dari peradaban dunia modern demi kemaslahatan masyarakat Islami.

2. Budaya Perkawinan di Indonesia

Budaya Indonesia dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal
yang telah ada sebelum terbentuknya Negara Indonesia pada tahun 1945. Seluruh
kebudayaan lokal yang berasal dari berbagai budaya suku-suku di Indonesia
merupakan bagian integral dari kebudayaan Indonesia. Budaya di Indonesia walau
berancka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh
kebudayaan besar lainnya, seperti budaya Tionghoa dan budaya India.
Kebudayaan India terutama masuk dari penyebaran agama Hindu Buddha di
Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan-kerajaan yang bernafaskan
agama Hindu dan Buddha sempat mendominasi Nusantara pada abad ke-5

masehi, ditandai dengan berdirinya kerjaan Kutai sebagai kerajaan tertua sampai

“Ahmad Zain An Najah, “Relasasi antara Islam dan Kebudayaan”, dalam http://4hmadzain.
Wordpress.com/2006/12/08/relasi-antara-islam-dan-kebudayaan/ (06 Agustus 2010)
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pada ujung abad ke-15 Masehi.*

Indonesia mempunyai berbagai macam suku bangsa sehingga memiliki
aneka yang berbeda dalam hal perkawinan. Berikut akan dipaparkan tiga contoh
kebudayaan perkawinan yang ada di Indonesia yaitu budaya perkawinan
masyarakat Jawa, Melayu Pelalawan Pripinsi Riau dan Banjar.

a. Budaya perkawinan Masyarakat Jawa

Perkawinan dalam adat Jawa tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi
juga menyatukan keluarga di antara kedua belah pihak. Orangtua pengantin laki-
laki mengirim utusan ke orangtua pengantin perempuan untuk melamar puteri
mereka. Apabila lamaran telah disetujui biasanya orangtua perempuan yang akan
mengurus dan mempersiapkan pesta perkawinan dan memilih perangkat serta
bentuk pernikahan. Setiap model pernikahan itu berbeda dandanan dan pakaian
untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan (bercorak batik). Mereka
mengikuti segala rencana dan susunan pesta pernikahan, seperti Siraman,
Midodareni, Peningsetan, Ijab dan beberapa Upacara Perkawinan Jawa lain.”'

Makna dari pesta Siraman adalah untuk membersihkan jiwa dan raga.
Pesta Siraman ini biasanya diadakan di siang hari, sehari sebelum Ijab dan
Panggih. Siraman di adakan di rumah orangtua pengantin masing-masing.

Siraman biasanya dilakukan di kamar mandi atau di taman. Sekarang lebih

%Abu  Thsan  al-Atsari, “Pandangan Islam  Terhadap Kebudayaan”, dalam
http:/www. almanhaj. or.id/content/2643/slash/0 (06 Agustus 2010)
S'« Javanese Culture” dalam http://users.skynet.be/dvran/[_javanese.htm (06 Agustus 2010)
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banyak diadakan di taman. Daftar nama dari orang yang melakukan Siraman itu
sangat penting. Tidak hanya orangtua, tetapi juga keluarga dekat dan orang yang
dituakan. Mereka menyeleksi orang yang bermoral baik. Jumlah orang yang
melakukan Siraman itu biasanya tujuh orang. Bahasa Jawa tujuh itu pitu, mereka
memberi nama pitulungan (berarti menolong).

Upacara Midodareni merupakan Pelaksanaan pesta yang sama dengan
Ijab. Midodareni itu berasal dari kata Widodari yang berarti Dewi. Pada malam
hari, calon pengantin wanita akan menjadi cantik sama seperti Dewi. Menurut
kepercayaan kuno, Dewi akan datang dari kayangan. Pengantin wanita harus
tinggal di kamar dari jam enam sore sampai tengah malam di temani dengan
beberapa wanita yang dituakan. Biasanya mereka akan memberi saran dan
nasihat. Keluarga dan teman dekat dari pengantin wanita akan datang berkunjung
semuanya harus wanita.

Peningsetan atau Srah-Srahan berasal dari kata singset (berarti ikatan).
Kedua keluarga yang menyetujui pernikahan maka mereka akan menjadi besan.
Keluarga dari pengantin laki-laki berkunjung ke keluarga dari pengantin
perempuan dengan membawa hadiah diantaranya, Suruh Ayu (daun betel) guna
mengharapkan keselamatan, Beberapa kain batik dengan corak berbeda dengan
harapan mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang baik, kain kebaya,
setagen putih untuk tanda kekuatan, buah-buahan dengan mengharapkan

kesehatan, beras, gula, garam, minyak, dan lain-lain, tanda dasar kehidupan.
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Cincin untuk pasangan pengantin dan sumbangan uang untuk pesta pernikahan.
b. Budaya Perkawinan Masyarakat Melayu Pelalawan Provinsi Riau

Masyarakat melayu Pelalawan memandang perkawinan atau pernikahan
bukan sekedar bertujuan biologis dan untuk mendapatkan keturunan, namun
sebagai sesuatu yang sakral, mengandung nilai sosial dan mempunyai arti penting
bagi kehidupan seseorang.

Upacara perkawinan orang Melayu Pelalawan merupakan sebuah budaya
akulturasi antara syari’at Islam dengan adat dan tradisi. Jika syari’at menekankan
pada akad dan adat pada prosedur maka tradisi menekankan pada perlengkapan
yang diperlukan.

Orang melayu berpendapat bahwa pemuda yang sudah mampu menyediakan
keperluan pernikahan dipandang sudah cukup pantas untuk menikah, karena
syarat-syarat untuk menikah tidaklah terlalu berat, sehingga tidak menjadi
penghalang. Adapun syarat-syarat keperluan nikah itu adalah pemberian tanda,
uang antaran atau uang belanja (hangus) dan mahar 32

Pemberian tanda disebut tanda kecik (kecil) adalah pemberian pihak laki-
laki kepada pihak perempuan, biasanya berupa cincin emas belah rotan untuk
menandai secara resmi pertunangan dan meningkatkan komitmen kedua pihak

untuk mewujudkan pernikahan, sehingga keduanya terikat ketentuan adat.*

52 Hidayat, Akulturasi Islam dan Budaya Melayu: Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang
Melayus 3di Pelalawan Provinsi Riau, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2009), 165-176
1bid, 162
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Uang antaran, uang belanja, tanda besar atau hangus adalah pemberian dari
pihak-pihak laki-laki pada pihak perempuan berupa uang dan lain-lain sebagai
bantuan untuk keperluan perayaan upacara perkawinan yang jumlah dan jenis
barangnya disesuaikan dengan status sosial perempuan atau berdasarkan
kesepakatan bersama. Pemberian tersebut dinamakan uang antaran karena uang
itu mesti diantar dan tidak boleh dikirim. Disebut uang belanja karena uang itulah
yang akan dibelanjakan oleh pihak perempuan pada perhelatan perkawinan dan
disebut uang hangus karena uang itu habis dibelanjakan, tidak bersisa dan
dianggap sudah hangus terbakar.>
c. Budaya Perkawinan Masyarakat Banjar

Dalam masyarakat suku Banjar apabila anak laki-laki sudah dewasa dan
mampu berusaha untuk mencari hidup biasanya segera dicarikan jodohnya.
Pemilihan jodoh oleh orang tua ini adalah agar anaknya tidak keliru
mempersunting gadis untuk untuk dijadikan istri sebagai teman hidup dalam
rumah tangga. Oleh karena itu menurut adat istiadat perkawinan orang banjar ada
suatu proses yang dilalui sebelum perkawinan yaitu basasuluh, badatang,
bapayusn, maantar patalian, baantaran jujuran, dan bakakawinan™

Basasuluh berasal dari kata su/uh yaitu obor yang terbuat dari daun kelapa

kering yang diikat menjadi satu dan digunakan sebagai penerangan ketika

S4y7..
1bid, 163
’Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, Urang Banjar dan
Kebudayaannya, (Pustaka Banua: Banjarmasin, Cet. II, 2007), 83
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berpergian malam.®® Basasuluh dalam perkawinan adat banjar diartikan sebagai
kegiatan untuk memperoleh informasi yang pasti mengenai keadaan seorang
gadis. Basasuluh berarti menyelidiki segala aspek kehidupan, baik kepada gadis
yang dituju untuk dilamar maupun asal-usul keluarganya.’’

Badatang adalah melamar secara resmi dengan cara pihak keluarga laki-laki
menunjuk atau mengutus orang untuk menjadi perantara. Apabila lamaran sudah
diterima maka dimusyawarahkan bersama antara pihak laki-laki yang melamar
dengan pihak wanita yang dilamar untuk menetapkan jujuran yang dinamakan
bapapayuan.®® Jujuran adalah uang yang diberikan kepada mempelai wanita dari
mempelai laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar.

Maantar patalian berarti mengantar tanda ikatan pertunangan dari pihak
keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita. Upacara Maantar patalian
diikuti oleh ibu-ibu dari kedua belah pihak, para tetangga dan kenalan agar
mengetahui secara resmi pertunangan tersebut. Barang-barang yang diserahkan
sebagai tanda ikatan ini adalah sarung, baju, seudung, alat rias dan benda-benda
lainnya untuk dilamar. Dalam perkembangan budaya sekarang kadangkala
9

diselipkan pula acara tukar cincin.’

Upacara Maantar patalian seringkali dirangkaikan dengan acara

’6Altani daud, Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan analisa Kebudayaan Banjar
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 74

’Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, Urang Banjar dan
Kebudgyaannya,%

*Ibid,

®Ibid, 85



manaikakan jujuran yaitu menyerahkan jujuran berupa uang kontan. Penyerahan
vang jujuran dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita menandakan
bahwa pihak keluarga laki-laki menghendaki upacara perkawinan cepat
diselesaikan.
. Relasi Antara Islam dan Budaya

Sejauh ini Islam di Indonesia dinilai lebih toleran terhadap budaya.
Toleransi tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap akomodatif terhadap budaya
lokal. Sikap itu mencerminkan adanya kemampuan dan kemauan Muslim
Indonesia untuk menyerap budaya lokal menjadi bagian dari ajaran Islam. Budaya
dipandang sebagai bagian yang inheren dengan kehidupan masyarakat, sehingga
tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan yang membawa nafas rahmatan
lil’alamin menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.

Ajaran Islam selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di
dunia ini. Ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia ini,
tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun bentuk
kegiatan yang dilakukan manusia, kecuali Allah telah meletakkan aturan-
aturannya dalam ajaran Islam ini. Budaya adalah salah satu dari sisi penting dari
kehidupan manusia, dan Islampun telah mengatur dan memberikan batasan-
batasannya.

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan

untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Islam mengakui
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bahwa budaya merupakan hasil karya manusia dan agama adalah pemberian Allah
untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu suatu pemberian Allah kepada
manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar
bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat
manusia, namun dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat
manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan
membawa madarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan
membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan
yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.
Islam telah membagi budaya menjadi tiga macam:*

1. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam

Dalam kaidah figh disebutkan: “al-‘adah mubakkamalf* artinya bahwa
adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang merupakan bagian dari
budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang
perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada
ketentuannya dalam syari’at, seperti, kadar besar kecilnya mahar dalam
pernikahan, di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, keluarga wanita biasanya,
menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas. Dalam Islam budaya
itu boleh saja, karena Islam tidak menentukan besar kecilnya mahar yang harus

diberikan kepada wanita. Menentukan bentuk bangunan Masjid, dibolehkan

%Ahmad Zain An Najah, “Relasasi antara Islam dan Kebudayaan”, dalam http://Ahmadzain.
Wordpress.com/2006/12/08/relasi-antara-islam-dan-kebudayaan/ (06 Agustus 2010)
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memakai arsitektur Persia, ataupun arsitektur Jawa yang berbentuk Jog/o.

Hal-hal yang sudah ditetapkan ketentuan dan kreterianya di dalam Islam,
maka adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat tidak boleh dijadikan standar
hukum. Sebagai contoh adalah apa yang di tulis oleh Ahmad Baaso dalam sebuah
harian yang menyatakan bahwa menikah antar agama adalah dibolehkan dalam
Islam dengan dalil “al/-‘adah muhakkamalf* karena nikah antar agama sudah
menjadi budaya suatu masyarakat, maka dibolehkan dengan dasar kaidah di atas.
Pernyataan seperti itu tidak benar, karena Islam telah menetapkan bahwa
seorang wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir.
2. Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam

Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam
kemudian di rekonstruksi sehingga menjadi Islami. Contoh yang paling jelas
adalah tradisi Jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang
bertentangan dengan ajaran Islam , seperti thowaf di Ka’bah dengan telanjang.
Islam datang untuk meronstruksi budaya tersebut, menjadi bentuk Ibadah yang
telah ditetapkan aturan-aturannya. Contoh lain adalah kebudayaan Arab untuk
melantukan syair-syair Jahiliyah. Oleh Islam kebudayaan tersebut tetap
dipertahankan, tetapi direkonstruksi isinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam

Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam seperti budaya “ngaber

yang dilakukan oleh masyarakat Bali yaitu upacara pembakaran mayat yang
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diselenggarakan dalam suasana yang meriah dan gegap gempita, dan secara
besar-besaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan bagi orang yang
meninggal supaya kembali kepada penciptanya. Upacara semacam ini
membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal yang sama juga dilakukan oleh
masyarakat Kalimantan Tengah dengan budaya ‘?/wah“, sebuah upacara
pembakaran mayat. Bedanya adalah dalam “fiwah” ini dilakukan pemakaman
jenazah yang berbentuk perahu lesung lebih dahulu. Kemudian kalau sudah tiba
masanya, jenazah tersebut akan digali lagi untuk dibakar. Upacara ini
berlangsung sampai seminggu atau lebih. Pihak penyelenggara harus
menyediakan makanan dan minuman dalam jumlah yang besar, karena
disaksikan oleh para penduduk dari desa-desa dalam daerah yang luas. Di daerah
Toraja, untuk memakamkan orang yan meninggal, juga memerlukan biaya yang
besar. Biaya tersebut digunakan untuk untuk mengadakan hewan kurban yang
berupa kerbau. Lain lagi yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap, Jawa tengah.
Mereka mempunyai budaya “Tumpeng Rasulan®, yaitu berupa makanan yang
dipersembahkan kepada Rasul Allah dan tumpeng lain yang dipersembahkan
kepada Nyai Roro Kidul yang menurut masyarakat setempat merupakan
penguasa Lautan selatan (Samudra Hindia).

Dalam hukum Islam tradisi atau budaya lebih dikenal dengan sebutan ‘urf
Menurut Imam Musbikin ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu ‘urf sahih dan

‘urf fasid. ‘Urf sahih adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia
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dan tidak menyalahi dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak
membatalkan yang wajib. Misalnya membayar maskawin dengan cicilan,
memberikan kepada wanita pinangannya berupa perhiasan dan pakaian adalah
hadiah tidak termasuk sebagai dari maskawin dan lainnya. Sedangkan ‘urf fasid
adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia tetapi menyalahi
syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.%'

Tradisi atau budaya yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus
menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa

diharamkan oleh Islam. Sebagaimana kaidah fighiyyah yang berbunyi:*?

atﬁ} s0 0
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“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adala hujjah (alasan) yang wajib
diamalkan’.

A. Qodri Azizy dalam bukunya Eklektisisme Hukum Nasional
(Kompettisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum) menjelaskan bahwa
ketika kebiasaan yang ada sarat dengan nilai Islam, maka sekaligus pula dapat

dijadikan sumber hukum.%

*‘Imam Musbikin, Qawaid al-Fighiyah, (Jakarta: PT RajaGartindo Persada, 1993), 94

€24 Djazuli, Kaidah-kaidah Figh, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006), 78

A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum
Umum), (Yogyakarta: Gama Media, Cet. II, 2004), 240
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Selain itu para ahli hukum Islam juga mengkualifikasikan bahwa adat
dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai
berikut:*

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat
umum,

2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.

3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang
akan berlaku.

4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan
kebiasaan.

5. Tidak bertentangan dengan nas.

*Hasbi Ash-Shiddieqiy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993), 475



BAB I

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBERIAN UANG
JUJURANDALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR
DI DESA BATU BALIAN KEC. SIMPANG EMPAT
KAB. BANJAR KALSEL

A. Gambaran Keadaan Desa Batu Balian
1. Keadaan-Geografis
Desa Batu Balian merupakan salah satu dari 30 Desa dibawah wilayah
Kecamatan Simpang Empat kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan.
Adapun batas daerah atau wilayah Desa Batu Balian adalah sebagai berikut:
a. Sebelah utara Desa Sungkai
b. Sebelah timur Desa Simpang Empat

Sebelah selatan Desa Keramat Mina

e

e

Sebelah barat Desa Madurejo

Desa Batu Balian terletak di pinggir ja'lan propinsi yang
menghubungkan antara satu kebupaten ke kabupaten lainnya dan antara
propinsi Kalimantan selatan ke Kalimantan Timur. Oleh karena itu Desa
Batu Balian ini bisa ditempuh dengan mudahnya menggunakan semua jenis
transportasi darat. Desa Batu Balian berjarak sekitar 35,5 Km dari Martapura
sebagai ibu kota kabupaten dan 77 km dari Banjarmasin sebagai ibu kota
Propinsi. Desa ini terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan/perbukitan.

Ditinjau dari kondisi fisik daerahnya Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat

50
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Kab. Banjar mempunyai areal tanah seluas 887 ha. Untuk kejelasannya dapat

dilihat dalam table berikut:

2. Keadaan Demografis

TABEL 3.1
Luas Wilayah desa
No Penggunaan Luas (ha)

1 Pemukiman 2 ha

2 Bangunan 6,5 ha
3 Persawahan 17 ha

4 Ladang R0 ha

5 Perkebunan 774 ha
6 Lapangan olah raga 5,5 ha
7 Kolam 2 ha
(Sumber Data: Kantor Balai Desa Batu Balian tahun 2009)

Masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tidak

hanya terdiri dari satu suku saja, namun terdiri dari berbagai suku

diantaranya adalah suku Banjar, suku Jawa Madura dan suku Bugis.

Banyaknya perbedaan suku ini terjadi karena adanya penduduk transmigrasi

dari luar jawa ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan yaitu Desa

Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar dikarenakan masih banyaknya

lahan kosong dan luas yang bisa dimanfaatkan untuk membuka lahan baru

dan banyaknya peluang kerja yang bisa didapatkan di desa ini.

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan

bahwa jumlah penduduk Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar



52

tahun 2009 secara keseluruhan berjumlah 3447 jiwa dengan 852 KK dengan

rincian sebagai berikut:
TABEL 3.2

Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin

No Jenis kelamin Jumlah
1 Laki-laki 1672 jiwa
2 Perempuan 1775 jiwa

(Sumber Data: Kantor Balai Desa Batu Balian tahun 2009)
TABEL 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Suku

No | Suku Jumlah (jiwa)
1 Banjar 1762
2 Jawa 852
3 Madura 727
4 Bugis 106

(Sumber Data: Kantor Balai Desa Batu Balian tahun 2009)

TABEL 3.4

Jumlah Penduduk Yang Sudah Dan Belum Menikah

No | Status Jumlah (jiwa)
1 Menikah 852

2 Belum menikah 2595
(Sumber Data: Kantor Balai Desa Batu Balian tahun 2009)

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar sadar
akan pentingnya pendidikan, apalagi pendidikan agama, ini terbukti dari

adanya sebuah pesantren yang terdapat di Desa Batu Balian. Data penelitan
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yang diperoleh tentang pendidikan masyarakat Desa Batu Balian Kec.

Simpang Empat Kab. Banjar adalah sebagai berikut:

TABEL 3.5

Jenis Pendidikan Desa Batu Balian

No | Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa)
1 Buta aksara 40
2 TK 62
3 Tamat SD 923
4 Tidak tamat SD 450
5 Tamat SLTP/MTs 755
6 Tidak tamat SLTP/SLTA 74
7 Tamat SLTA / MA 797
8 Tidak Tamat SLTA/MA 86
9 Pesantren 213
10 Dl 10
11 D2 20
12 S1 15
13 S2 2

( Sumber Data: Kantor Balai Desa Batu Balian tahun 2009)

Demi mempermudah masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang

Empat Kab. Banjar mengenyam pendidikan maka didirikanlah beberapa

fasilitas dan sarana pendidikan. Sarana Pendidikan yang ada di Desa Batu

Balian adalah sebagai berikut:

TABEL 3.6

Jumlah Sarana Pendidikan Desa Batu Balian

No | Jenis Gedung Jumiah
1 TK 1
2 SD 2
3 Pesantren 1

( Sumber Data: Kantor Balai Desa Batu Balian tahun 2009)
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4. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar

mayoritas beragama Islam dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi. Hal

ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pengajian rutin yang diadakan baik

pengajian untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kegiatan pengajian vang

di adakan adalah :

®

Yasinan dan arisan rutin yang dilaksanakan oleh bapak-bapak setiap
minggu malam.

Maulid al Habsyi yang dilaksanakan oleh kaum remaja putra setiap rabu
malam,

Yasinan, tahlil dan arisan rutin yang dilaksanakan ibu-ibu dengan
menghadirkan seorang guru untuk pengajian kitab perukunan setiap
Jum’at siang.

Mawlid al Habsyi setiap Jum’at sore yang dilaksanakan oleh kaum
remaja putri.

Burdah yang dilaksanakan oleh ibu-ibu setiap hari selasa siang.

Pengajian kitab rutin kamis malam di masjid.

Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi Muhammad SAW dan

Isra al-Mi’raj Nabi Muhammad SAW.



55

Untuk meningkatkan ibadah masyarakat Desa Batu Balian Kec.
Simpang Empat Kab. Banjar maka dilengkapilah dengan sarana ibadah
sebagai berikut:

TABEL 3.7

Jumlah Sarana Ibadah Desa Batu Balian

No | Sarana Ibadah Jumlah
1 Mesjid 3
2 Langgar/mushalla 2

(Sumber Data : Kantor Balai Desa Batu Balian Tahun 2009)
5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
bekerja disektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan karet dengan
kondisi dataran tinggi dan daerah pegunungan. Sisanya adalah pertanian lain,
sektor perdagangan, jasa angkutan, industri kecil dan pegawai instansi
pemerintah. Jenis jasa angkutan adalah jenis mata pencaharian yang banyak
diminati masyarakat khususnya pengemudi truk yang mengangkut hasil
tambang batu bara, begitu pula dengan mata pencaharian menyadap karet
karena masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
mengganggap bahwa bekerja dengan menyadap karet bisa memperoleh
penghasilan yang banyak dan tinggi.

Adapun tingkat mata pencaharian masyarakat Desa Batu Balian Kec.

Simpang Empat Kab. Banjar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



TABEL 3.8

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Batu Balian

No | Mata Pencaharian Jumlah (jiwa)
1 Petani 40
2 Penyadap karet 70
3 Perdagangan 57
4 Jasa angkutan 62
5 Wiraswasta 127
6 PNS 71
7 Bidan 1

8 Penjahit 4

9 Pensiunan Abri/Sipil 2/4
10 | Pegawai Desa 10

(Sumber Data: Kantor Balai Desa Batu Balian Tahun 2009)

B. Sejarah Budaya Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar
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Orang banjar adalah penduduk asli dari daerah sekitar kota Banjarmasin

dan wilayah lainnya. Bahasa yang digunakan oleh orang banjar dinamakan

bahasa banjar. Dapat diduga suku banjar jika dilihat dari dialek bahasa

merupakan turunan dari bangsa melayu yang umumya dikembangkan oleh suku

yang mendiami Sumatera dan Tanah Semenanjung Melayu (sekarang Malaysia

Barat). Oleh karena itu dapat diperkirakan cikal bakal nenek moyang suku banjar

berintikan suku melayu yang berimigarasi ke daerah ini dari sumatera atau

sekitarnya pada sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu.!

Adat pemberian uang jujuran diadopsi dari adat perkawinan sumatera

yang menganut sistem patrilineal yang menggunakan system perkawinan jujur.

'Alfani Daud, Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 2
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Jujur dalam system patrilineal bermakna pemberian uang dan barang dari
kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita
dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya,
demikian pula anak-anaknya.

Pemberian jujur yang dilakukan pada masyarakat patrilineal tidak jauh
berbeda dengan jujuran yang ada pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,
vaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian ketika akan melangsungkan
perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian jujuran pada
masyarakat Banjar dibawa oleh suku melayu (sumatera) vang berimigrasi ke
Kalimantan seribu tahun yang lalu. Hal yang membedakan adalah vang jujuran
pada masyarakat Banjar tidak menjadikan wanita yang dinikahi untuk mengikuti
gens suaminya.

Fungsi uang jujuran yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran
kekayaan karena uang jujuran yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara
sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara
keseluruhan vang jujuran merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-
laki kepada calon istrinya sebagai keperluan pekawinan dan rumah tangga.

Pada masyarakat Banjar vang jujuran yang telah disepakati diberikan
ketika pihak calon mempelai laki-laki mengantarkan patalian kepada pihak
wanita. Menurut adat uang jujuran yang akan diserahkan dimasukkan kedalam

bakul (wadah yang digunakan untuk mencuci beras) yang diisi beras kuning dan
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bunga rampai, kemudian diaduk dengan wancuh (sendok nasi) agar uang dan
beras kuning serta bunga rampai menyatu.’ Selain beras kuning dan bunga
rampai dimasukkan pula pupur dingin dengan maksud agar kedua mempelai
hidup harmonis, rukun dan damai.
. Deskripsi Persepsi Masyarakat tentang Pemberian uang jujuran dalam
Perkawinan adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
Kalsel
Data yang diperoleh dari hasil kuisioner hanya berjumlah 59 orang karena
4 lainnya dari kuisioner yang dibagikan tidak dijawab oleh responden.
berdasarkan pertanyaan yang diajukan maka diperoleh hasil sebagai berikut.
1. Nilai Pemberian Uang Jujuran
Peneliti memberikan pertanyaan tentang banyaknya uang jujuran yang
diberikan/diterima dari empat pilihan jawaban yang di tunjukkan dalam table
dan didapatkan data sebagai berikut:
TABEL 3.9

Nilai Pemberian Uang Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosent ase (%)
1. Rp.10.000- Rp.100.000 2 3.4
2. Rp.100.000- Rp.1.000.000 1 1,7
3. Rp.1.000.000- Rp.5.000.000 11 18,6
4, Rp.5.000.000 keatas 43 76,3
Total responden 59 100

*Lihat Lampiran No. 3
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Dari tabel di atas diperoleh hasil jawaban dari responden sebanyak 59
orang dengan prosentase jawaban terbanyak pada poin 4 yang menyatakan
bahwa jujuran yang diberikan berkisar sekitar Rp. 5.000.000 lebih, yang
berarti bahwa pada Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
tingkat pemberian jujurarmya cukup tinggi dan banyak. Bentuk uang jujuran
yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dapat dilihat pada
lampiran No. 2.

Kebiasaan-kebiasaan yang ada kadang memang sangat mempengaruhi
keadaan masyarakat, banyak masyarakat yang gengsi memberikan uang
Jjujuran sedikit padahal dia miskin atau dalam artian hidup yang serba
berkecukupan dan mungkin uang yang diberikan sebagai uang jujuran pun
adalah hutang.3

. Nilai Pemberian Mahar

Pada pertanyaan berikutnya tentang pertanyaan banyaknya nilai mahar

yang diberikan/diterima oleh responden diperoleh data sebagai berikut:
TABEL 3.10

Nilai Pemberian Uang Mahar

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

l. Rp.10.000- Rp.100.000 37 62,7

2. Rp.100.000- Rp.1.000.000 4 6,8

3. Rp.1.000.000- Rp.5.000.000 4 6,8

4, Rp.5.000.000 keatas 14 23,7
Total responden 59 100

*Abidin, Wawancara, Batu Balian, 04 Juni 2010.
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Terlihat dari hasil pengumpulan data besaran nilai mahar yang paling
banyak diberikan/diterima oleh responden adalah Rp.10.000-Rp.100.000,.

Dikemukakan oleh pengulu (penghulwwakil naib) tentang alasan
mengapa yang sering disebutkan dalam akad hanya sedikit dari nilai uang
Jujuran tidak lain adalah karena pertimbangan hukum jika nantinya terjadi
perceraian4.

. Hukum Pemberian Uang Jujuran menurut Responden

Pertanyaan tentang wajibnya pemberian uang jujuran menurut

pendapat responden adalah sebagai berikut:
TABEL 3.11

Hukum Wajib Pemberian Uang Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

1. Ya 50 84,7

2. Tidak 9 15,3

3. Ragu-ragu 0 0

4, Lainnya 0 0
Total responden 59 100

Dari tabel diatas nampak jawaban yang paling dominan dipilih oleh
para responden adalah jawaban ya yang berarti sebagian besar responden

menganggap pemberian jujuran bersifat wajib.

*Nasa’i, Wawancara, Batu Balian, 03Juni 2010.
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Sebagai tindak lanjut kemudian peneliti memberikan pertanyaan
lanjutan yang menanyakan kepada responden tentang alasan pemilihan
jawaban ya tersebut dengan hasil pada tabel berikut:

TABEL 3.12

Alasan Atas Wajibnya Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)
1. Sebagai pemberian wajib dalam pernikahan 32 64
2. Sebagai penghargaan untuk perempuan 8 16
3. Sudah menjadi adat 10 20
4. Lainnya... 0 0
Total responden 50 100

Terlihat pada tabel alasan yang paling banyak diambil oleh para
responden adalah sebagai pemberian wajib dalam pernikahan yang berarti
mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus
ada disetiap pernikahan.

Uang jujuran dan mahar menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,
jika uang jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan maka
uang mahar juga termasuk didalamnya. Oleh karena itu masyarakat Desa
Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar menganggap pemberian
Jjujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan.’ Proses pemberian uang

Jujuran dapat dilihat pada lampiran No. 6.

*Fakrur Raji, Wawancara, Batu Balian, 03 juni 2010,



4. Dampak Penentuan Nilai Jujuran
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Peneliti menganalisis dampak dari pemberian jujuran dari pihak

pemberi, apakah mereka merasa terbebani atau tidak. Hasilnya dapat dilihat
pada tabel berikut:

TABEL 3.13

Dampak dari Nilai Uang Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

1. Ya 11 18,6

2. Tidak 46 78

3. | Ragu-ragu 2 34

4. Lainnya 0 0
Total responden 59

Lebih dari 50 % responden merasa tidak terbebani dengan nilai jujuran.

Adapun alasan atas pilihan tidak adalah sebagai sebagai berikut:

TABEL 3.14

Alasan dari Dampak Nilai Uang Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

1. Punya penghasilan yang cukup 10 21,7

2. Nilai jujuran tidak terlalu tinggi 12 26,2

3. Masih bisa menyanggupi 22 478

4. T.ain-lain... 2 43
Total responden 46 100

Dari beberapa pilihan alasan tersebut, 47,8% responden memilih alasan

masih bisa menyanggupi dan ini berarti masyarakat tidak merasa terbebani



63

dengan adanya kewajiban memberikan uang jujuran sebagai syarat dalam
perkawinan,
. Pengaruh Kekayaan terhadap Penentuan Nilai Jujuran
Pertanyaan selanjutnya mengenai pengaruh kekayaan seseorang
terhadap penentuan nilai jujuran seseorang dengan jawaban sebagai berikut :
TABEL 3.15

Pengaruh Kekayaan terhadap Nilai Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

1. Ya 38 64,4

2. Tidak 21 35,6

3. Ragu-ragu 0 0

4. Lainnya 0 0
Total responden 59 100

Terlihat 64 % lebih responden memilih jawaban ya, sehingga peneliti
mengambil kesimpulan bahwa kekayaan seseorang mempengaruhi nilai
Jjujuran yang akan diberikan. Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan
lanjutan tentang alasan yang dipilih oleh responden dan diperoleh data
sebagai berikut:

TABEL 3.16

Alasan Berpengaruhnya Kekayaan terhadap Nilai Uang Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

1. Menghargai statusnya sebagai 20 52,6
orang kaya

2. Memang sudah disepakati 18 474

3. Sudah menjadi adat 0 0

4. Lainnya... 0 0
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I

| Total responden ! 38 | 100 |

6. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Penentuan Nilai Jujuran

Selain kekayaan tingkat pendidikan seseorang juga berpengaruh
terhadap penentuan nilai jujuran terhadap wanita yang akan dinikahi, hal ini
dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 3.17

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Nilai Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

1. Ya 32 54,2

2. Tidak 27 458

3. Ragu-ragu 0 0

4, Lainnya 0 0
Total responden 59

Perbandingan tipis antara responden yang menjawab ya dengan tidak,
namun prosentase jawaban ya lebih besar yang memiliki prosentase sebesar
54,2%. Berikut pilihan alasan atas jawaban ya yang dipilih oleh para
responden.

TABEL 3.18

Alasan Berpengaruhnya Tingkat Pendidikan Atas Nilai Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

1. Banyaknya biaya yang sudah 2 6,3
dikeluarkan untuk sekolah

2. Orang yang berpendidikan lebih 29 90,6
tinggi

3. Sudah adat 1 3,1

4. Lainnya... 0 0

32 100
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90,6% responden memilih alasan orang yang berpendidikan lebih
tinggi, nampak pada hasil data di atas yang berarti para responden
menganggap orang yang berpendidikan memiliki nilai yang lebih tinggi
dibanding dengan yang tidak berpendidikan.

Menurut Basriansyah sebagai perangkat desa berpendapat memang
kadang nilai vang jujuran yang diberikan kepada orang yang kaya dan
berpendidikan lebih tinggi daripada yang tidak kaya dan tidak berpendidikan.
Namun dibalik itu semua dikembalikan lagi bahwa uang jujuran yang tinggi
itu memang karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.®

. Perbedaan antara Janda dan Perawan

Perbedaan mencolok biasanya ada pada keadaan seseorang, diantaranya
adalah perbedaan status antara perawan dan janda. Peneliti melihat
kecenderungan tersebut dengan memberikan satu pertanyaan tentang
masalah tersebut, dan diperoleh data sebagai berikut:

TABEL 3.19

Perbedaan Janda dan Perawan

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosent ase (%)

1. Ya 51 86,4

2. Tidak 8 13,6

3. Ragu-ragu 0 0

4. Lainnya 0 0
Total responden 59

$Basriansyah, Wawancara,Batu Balian, 04 Juni 2010.
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Sangat besar perbedaan prosentase antara jawaban ya dan tidak.
Prosentase terbesar didapat pada jawaban ya, yang berarti responden
menganggap perbedaan status janda dan perawan sangat menentukan dalam
penentuan nilai jujuran.

Di desa ini bagi perempuan yang janda dan perawan memang terdapat
perbedaan dalam penentuan jujuran. Biasanya perawan lebih banyak
diberikan uang jujuran dari pada janda, namun bisa juga janda yang lebih
banyak diberikan jika status sosialnya sebagai orang kaya. Hal ini tidak lain
dan tidak bukan memang karena adanya pengaruh adat yang kuat yang sudah
menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.’

. Waktu Penyerahan Jujuran

Peneliti menanyakan tentang waktu penyerahan Jujuran dari pihak laki-

laki kepada pihak perempuan dengan data jawaban sebagai berikut:
TABEL 3.20

Waktu Penyerahan Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

1. Sebelum acara pernikahan 42 71,2

2. Saat acara pernikahan 15 254

3. Setelah acara pernikahan 1 1,7

4. Lainnya ... 1 1,7
Total responden 59

"Fakhrur Raji, Wawancara, Batu Balian, 03 Juni 2010.
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Sebanyak 71,2% responden menjawab sebelum acara penyerahan,
sehingga peneliti mengambil kesimpulan waktu penyerahan jujuran
dilaksanakan sebelum acara pernikahan dan tidak seperti kebanyakan
masyarakat di daerah luar Kalimantan yang memberikan mahar setelah akad

nikah.

. Pengertian Mahar dan Jujuran menurut Responden

Pertanyaan selanjutnya mengenai kedudukan mahar apakah sama
dengan jujuran, pertanyaan ini diberikan dengan tujuan mengukur tingkat
pengetahuan dan persepsi responden tentang mahar dan Jujuran. Hasil data
dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.21

Pengertian Mahar dan Jujuran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)

1. Ya 13 22

2. Tidak 46 78

3. Ragu-ragu 0 0

4, Tidak tahu 0 0
Total responden 59

Sebesar 78% responden menganggap mahar tidak sama dengan jujuran.
Menurut seorang penceramah yaitu guru Kasyful Anwar sebenarnya jujuran
ataupun mahar sama saja, jujuran adalah bahasa banjar sedangkan mahar
adalah bahasa Indonesia. Namun demikian yang sekarang berlaku di Desa

Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar adalah jujuran tidak sama
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dengan mahar karena tidak semua uang jujuran yvang telah disepakati menjadi
mahar dalam sebuah perkawinan. Misalnya calon mempelai laki-laki
memberikan uang jujuran kepada calon mempelai wanita senilai Rp.
10.000.000,- namun yang disebutkan dalam akad nikah hanya Rp. 10.000,-.
Hal ini terjadi disebabkan kebiasaan yang ada di Desa Batu Balian dan
masyarakat Desa Batu Balian beranggapan bahwa yang disebutkan ketika
akad uang yang wajib diberikan minimal berjumlah Rp. 10.000,- itu saja.
Namun, jika ingin menyebut lebih dari Rp. 10.000, misalnya Rp. 100.000
atau Rp. 500.000 dari jumlah uang jujuran yang ada itu sah-sah saja

tergantung keinginan kedua belah pihak.®

10. Penggunaan Uang Jujuran
Pertanyaan terakhir mengenai penggunaan uang jujuran. Disini peneliti
tidak memberikan pilihan yang hanya dipilih salah satu saja tetapi
memberikan opsi pilihan yang dapat dipilih lebih dari satu dengan data
sebagai berikut:
TABEL 3.22
Penggunaan Uang Jujuran
No. Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%)
1. | Dibelikan keperluan rumah tangga 9 12,7
2. Untuk acara resepsi 49 69
3. Diberikan untuk mertua 0
4, Diberikan untuk mempelai wanita 13 18,3
sepenuhnya
Total responden 71 100

SKasyful Anwar, wawancara, Batu balian, 03 Juni 2010
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Dari tabel diatas terlihat 69% hasil pilihan dari responden adalah
untuk acara resepsi yang kemudian disusul pilihan diberikan untuk mempelai
wanita sebesar 18,3% dan kemudian 12,7% pada pilihan dibelikan keperluan
rumah tangga,

Menyangkut masalah penggunaan uang jujuran untuk berbagai kegiatan
pernikahan menurut guru Kaysful Anwar tidak boleh digunakan untuk
apapun kecuali untuk kebutuhan rumah tangga jika uang jujuran yang
diberikan dijadikan mahar sepenuhnya, tetapi jika istri atau mempelai wanita

yang mendapatkan jujuran merelakan maka hal ini diperbolehkan.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TENTANG PEMBERIAN
UANG JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR
DI DESA BATU BALIAN KEC. SIMPANG EMPAT KAB. BANJAR
KALSEL

A. Analisis terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pemberian Uang Jujuran dalam
Perkawinan Adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar

Masyarakat Banjar khususnya di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat
Kab. Banjar mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan
yaitu adanya kewajiban dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan uang
Jujuran sebagai syarat untuk terlaksananya sebuah perkawinan.

Uang jujuran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak
wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar.
Pemberian uang jujuran pada masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat
Kab. Banjar merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-
laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya
proses lamaran. Jika lamaran sudah diterima maka tahap selanjutnya adalah
penentuan uang jujuran yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak
wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyetujui maka perkawinan segera
bisa dilangsungkan.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian

uang jujuran sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan

70
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melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam adalah mahar bukan
uang jujuran. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4 yang

berbunyi:
14 s P o 1, - o - F. -’ - -
Loy L 0,185 Uil &0 513 2 oS3 (b OB dl LggBlo Sl 14T

Artinyva: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (vang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan)
vang sedap lagi baik akibatnya””

Uang jujuran dan uang mahar merupakan kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. Apabila uang jujuran diberikan maka termasuk di dalamnya mahar
schingga antara uang jujuran dan mahar tidak bisa dipisahkan. Jujuran
adakalanya disebutkan seluruhnya sebagai mahar dan adakalanya mahar yang
disebutkan hanya bersifat simbolik saja, namun kebiasaan yang ada jumlah
pemberian uang jujuran yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih
banyak daripada jumlah mahar yang diminta. Hal ini dapat dilihat pada tabel 9
dan 10 dari hasil angket menyatakan sebanyak 76,3% dari masyarakat Desa Batu
Balian memberikan uang jujuran berkisar antara Rp. 5.000.000 - Rp.
10.000.000/lebih, sedangkan uang mahar yang diberikan sebanyak 62,7%

responden menjawab berkisar antara Rp. 10.000 — Rp. 100.000 saja.

'Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemabnys, 77
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Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits bersabda:

~ - o 0 b So. B .
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Artinya : Bercerita kepada kita ‘Abdullah, berkata ayahku, berkata Yazid,

mengabarkan kepada kita Hammad bin Salamah, dari Ibnu Sakhbarah,
dari al-Qasim bin Muhammad, Dari Aisyah bahwasanya nabi telah
bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang palmg besar barakahnya
adalah yang paling murah maharnya” (HR Ahmad).

Melihat hadits di atas maka tidak etis jika uang jujuran yang diberikan
lebih banyak daripada uang mahar. Hadits di atas sangat jelas menganjurkan
kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan
kewajibannya membayar mahar apalagi uang jujuran yang sama sekali tidak ada
ketentuan wajib dalam hukum Islam.

Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta
mahar yang banyak kepada Ali r.a. Hal ini bertujuan memudahkan dan tidak
membebani Ali atas tuntutan mahar. Sebagaimana diterangkan dalam hadits
berikut:

Gl ¢ oy e 3 Jlo B ) 806 8 B 205 W 06 L5 o e
(D}b )J‘ eb_)) Li&L-;'j’ :_‘,L,P;? :J:i :JLE (E;::v L;,Ltg-f» ::JL:‘ (‘-:;-,i'

Artinya : “Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali untuk mengumpuli
Fatimah sebclum Ali memberikan scsuatu Ali berkata: “tidaklah saya
punya sesuatu”. Nabi SAW bersabda:” dimana baju besimu’, lalu Ali
memberikan baju besi itu sebagai mahar. (H.R Abu Dawud)

2Al;mad Bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, Juz V1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 369
3Abu Dawud, Sunan Abu Daud, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 488
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Pada hadits di atas Nabi Muhammad sangat menekankan kepada Ali r.a
agar memberikan mahar kepada Fatimah r.a walau hanya dengan baju besi,
asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

Agama Islam sebagai agama rahmat /i ‘alamin tidak menyukai penentuan
mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan,
demikian pula uang jujuran dianjurkan agar tidak memberatkan pihak yang
dituntut.

Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh
kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak dipandang sebagai
pemborosan karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana firman

Allah dalam surah al-Tsra’ ayat 27 yang berbunyi:

’I/ d/’/’ RS ‘e /’.d.,oa
V9S4 Ol 07y bl O3} 1,87 2, AN )

Artinva: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan
dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhann yva.

Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (raf’ at-
taysir) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini
sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang
memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak

negatif, diantaranya:

‘Departemen Agama R1, Al-Qur’an dan Terjemahnyas, 284
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1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi
mereka yang sudah saling mencintai.

2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang
yang dituntut oleh pihak wanita.

3. Mendorong terjadinya kawin lari.

Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah
banyaknya wanita yang tidak kawin karena para lelaki mengurungkan niatnya
untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang diberikan kepada pihak
laki-laki. Akibat yang lebih jauh lagi adalah dapat mengakibatkan para pihak
yang ingin menikah pada perbuatan dosa.

Pemberian uang jujuran di Desa Batu Balian merupakan hal wajib yang
harus dipenuhi dan biasanya berjumlah banyak. Namun demikian dari hasil
angket membuktikan bahwa 78% responden menjawab tidak terbebani dengan
nilai jujuran karena dalam penentuan besarnya jujuran itu terjadi proses tawar
menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih
dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi uang jujuran yang
diminta oleh pihak mempelai wanita.

Selama pemberian uang jujuran tidak mempersulit terjadinya pernikahan
maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling
penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan uang jujuran.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al Bagarah ayat 185 yang berbunyi:
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Artinya: ”...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu..”

Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai
uang “Yujuran” yang ditentukan. Tabel 15 menyatakan Sebanyak 64,4%
masyarakat menjawab bahwa kekayaan mempengaruhi terhadap penentuan nilai
uang jujuran yang diberikan. Alasan yang dikemukakan pada tabel 16 dari 52,6%
responden adalah untuk menghargai sescorang sebagai orang kaya.

Selain kekayaan, 54% dari responden pada tabel 17 menjawab bahwa
pendidikan juga mempengaruhi terhadap penentuan nilai uvang jujuran, karena
orang yang berpendidikan dipandang lebih tinggi derajat dan kedudukannya dari
pada orang yang tidak berpendidikan.

Faktor lain yang mempengaruhi penentuan nilai jujuran adalah status janda
atau perawan seorang perempuan. Pada Tabel 19 Sebanyak 86,4% responden
menyatakan adanya perbedaan penentuan pemberian uang jujuran antara
perempuan yang berstatus janda dengan perawan.

Agama Islam tidak membeda-bedakan status sosial seseorang apakah kaya,
miskin, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah mempunyai

derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah takwa.
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Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 menyebutkan:

P
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Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesunggubz;ya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S al Hujurat: 13).

Dalam sebuah hadits dari Aisyah menerangkan bahwa Nabi tidak
membeda-bedakan dalam hal pemberian mahar kepada istri-istrinya baik yang

kaya, miskin, berpendidikan, janda atau masih gadis, sebagimana hadits berikut:

° 2 /’// of . ".. °, o, 7. -, %. ’.: ° or o 7.7 ‘o .
rfcrbjglpmiyz;ﬁi’c_,)uéba‘u:ubi;{le)i.}?pdﬁw‘_}.‘y
/ﬁaf//O/o’oh /a’,:r/ /.’ ° ’: ,""// o7, "..y, ﬂ/ M o’ -, //, /,/
oAy o, L aly) Y B0 0 1l G de d D & gy, 31l o
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Artinya :“Dari Abi Salamah bin Abdurrahman Ra sesungguhnya ia berkata : aku
pemah bertanya kepada Aisyah ra : Berapakah mas kawin Rasulullah
SAW.? Ia menjawab maskawin rasulullah saw kepada istri-istrinya
adalah sebesar dua delas “ugiyah” atau satu nasy’. Aisyah ra bertanya
. Tahukah satu nasy? Abu Salamah menjawab :’tidak”. Aisyah ra
berkata :’yaitu setengah uqivah sama dengan 500 dirham. Itulah
maskawin rasulullah saw kepada istrinya ”% (H.R Muslim)

652

5Departemen Agama Rl, A! Qur'an dan Terjemahnya, 518
®{mam Muslim Ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Sahih Muslim, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992),



77

Hadits di atas jelas menerangkan bahwa Nabi SAW tidak membeda-
bedakan status sosial seseorang dalam penentuan mahar, padahal diketahui
hanya Khadijah r.a yang statusnya kaya dan hanya Aisyah r.a yang masih gadis.
Nabi menyamakan status perempuan antara yang satu dan lainnya tanpa ada
perbedaan antara yang kayva, miskin, dan lain-lain.

Uang jujuran yang diberikan biasanya digunakan untuk keperluan wanita
yang akan dinikahi, antara lain untuk membeli pakaian, membeli keperluan alat
rumah tangga dan juga bisa digunakan untuk membiayai pesta perkawinan
(aruh). Dari hasil angket Uang jujuran yang diserahkan kepada pihak mempelai
wanita pada masyarakat Desa Batu Balian kebanyakan digunakan untuk
keperluan resepsi yaitu sebanyak 62%, kemudian digunakan untuk keperluan
rumah tangga sebanyak 12,7% dan yang terakhir sebanyak 18,3% menjawab
diberikan sepenuhnya kepada mempelai wanita.

Uang jujuran yang diserahkan kepada mempelai wanita jika semuanya
disebutkan dalam akad maka hukumnya menjadi mahar yang merupakan hak
mutlak bagi wanita sebagai seorang istri dan tidak ada seorangpun yang bisa
mengambil dan menggunakannya tanpa seizinnya sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam bab II. Jika uang jujuran tidak sepenuhnya disebutkan ketika
akad maka hukumnya menjadi hadiah untuk mempelai wanita sehingga boleh
digunakan untuk kepentingan lain dan tidak menggunakan sesuatu yang telah

menjadi hak wanita yang menikah.
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B. Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pemberian Uang
Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang
Empat Kab. Banjar

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan
kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam
mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat.
Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan
dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat
kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut
kehidupan masyarakatnya.

Sejauh ini Islam di Indonesia dinilai lebih toleran terhadap budaya.
Toleransi tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap akomodatif terhadap budaya
lokal. Sikap itu mencerminkan adanya kemampuan dan kemauan Muslim
Indonesia unt uk menyerap budaya lokal menjadi bagian dari ajaran Islam. Budaya
dipandang sebagai bagian yang inheren dengan kehidupan masyarakat, sehingga
tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan yang membawa nafas rahmatan
lil’alamin menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak
berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang
dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang

kemudian dipahami, disikapi dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai



79

yang dijalankan kadang ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan yang
sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan
budaya selama tidak merusak akidah dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu
ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang
harus ditaati, maka adat tersebut dapat dikaitkan sebagai suatu hukum Islam
yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana

kaidah fighiyah’:

RAATH]
Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum

Di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Pemberian uang
jujuran diartikan sebagai pemberian wajib yang diberikan kepada mempelai
wanita dari mempelai laki-laki selain uang mahar dalam perkawinan.

Pemberian uang jujuran dalam perkawinan masyarakat Desa Batu Balian
Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tidak bisa ditinggalkan dan sudah mendarah
daging dalam diri masyarakat. Pemberian uvang jujuran pada masyarakat ini
walaupun tidak diatur hukum Islam namun menjadi suatu kewajiban yang harus

ditunaikan dalam perkawinan adat masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang

Empat Kab. Banjar.

" Abi al-Fadl Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman as-Suyutiy, A/-Asybah wa an-Nazair, (Beirut: Dar al-
Fikr, Cet. I, 1992), 119
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Selain sebagai suatu syarat keabsahan perkawinan, berdasarkan unsur-
unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa jujuran mengandung dua
makna, pertama dilihat dari kedudukannya jujuran merupakan syarat keabsahan
suatu perkawinan di kalangan masyarakat Batu Balian Kec. Simpang Empat
Kab. Banjar. Kedua, dari segi fungsinya jujuran merupakan pemberian hadiah
bagi pihak mempelai wanita sebagai bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku
secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

Pemberian uang jujuran dilihat dari kedudukannya dalam perkawinan adat
Banjar di Desa Batu Balian merupakan sarana agar terciptanya sebuah
perkawinan yang kekal dan bahagia karena dalam pemberian uang jujuran
mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan dalam perkawinan. Hal ini selaras
dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan agama
Islam.

Pelaksanaan pemberian uang jujuran walaupun tidak tercantum dalam
hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari’at dan tidak merusak
akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang jujuran adalah sebagai
hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam
menghadapi bahtera rumah tangga dan ini m\erupakan maslahat baik bagi pihak
mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam
disebut dengan al/ a’dah as sahihah atau sering disebut dengan ‘urf. sahihah yaitu

adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.
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Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan
perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan
terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala
sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar
setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan
hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari

gejala kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah fighiyah berikut:®

I W 5 S
Artinya : Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan tempat.
Masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar dalam
menjalankan kebiasaan memberikan uang jujuran tidak ada yang merasa
terbebani dan tidak mengganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk,
sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan
bagi para pihak yang akan menikah.
Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan
berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan
oleh Islam dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kaidah fighivyah

yang berbunyi:’

$Syamsu ad-Din Abi ‘Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, /’/am sl Muwaqi'in, Juz 111,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 32
°A. Djazuli, Kaidah-kaidah Figh, (Jakarta: Kencana, Cet. 11, 2006), 78
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“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adala hujjah (alasan) yang wajib
diamalkan”.

A. Qodri Azizy dalam bukunya Eklektisisme Hukum Nasional
(Kompettisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum) menjelaskan bahwa
ketika kebiasaan yang ada sarat dengan nilai Islam, maka sekaligus pula dapat
dijadikan sumber hukum.'®

Selain itu para ahli hukum Islam juga mengkualifikasikan bahwa adat
dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai
berikut:"'

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan schat dan diakui oleh pendapat
umum.

2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.

3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang
akan berlaku.

4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan
kebiasaan.

5. Tidak bertentangan dengan nas.

1°A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum
Umum), (Yogyakarta: Gama Media, Cet. II, 2004), 240
"Hasbi Ash-Shiddieqiy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993), 475
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Pemberian jujuran merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian
berlaku pada setiap orang yang bersuku banjar dan menetap di Banjar Kalsel.
Walaupun pemberian uang jujuran tidak diatur secara gamblang dalam hukum
Islam, namun pemberian uang jujuran sudah merupakan suatu tradisi yang harus
dilakukan pada masyarakat terscbut dan selama hal ini tidak bertentangan
dengan akidah dan syari’at maka hal ini diperbolehkan.

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda:

(A am 2y L B Al ed ULS OYAlAd 8T Wb

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang islam baik, maka baik pula di sisi
Allah’.

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian uang jujuran dalam
perkawinan adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib
mutlak, dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberikan uang
Jujuran dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita maka
perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan
dianggap pelanggaran yang berakibat mendapatkan hinaan dan celaan dari
masyarakat.

Fenomena pemberian vang jujuran di Desa Batu Balian ini dalam hukum

Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (‘urf sahih) yaitu kebiasaan
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yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam,
tidak menghalalkan barang haram dan tidak menghindari kewajiban. "
Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya Kaidah-kaidah
Hukum Islam yang menjelaskan bahwa adanya saling pengertian perihal
pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk
hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini menurut Abdul Wahhab
Khallaf merupakan ‘urfsahih.”

Tradisi pemberian uang jujuran juga sesuai dengan asas hukum perkawinan
Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan antara pihak mempelai laki-laki

dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai vang jujuran.

“Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, 239
13 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali, 1993), 134



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai persepsi masyarakat Desa

Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tentang pemberian uang jujuran

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Persepsi masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
terhadap uang jujuran yaitu menganggap jujuran berbeda dengan mahar dan
pemberian jujuran merupakan sesuatu hal yang bersifat wajib diberikan
kepada mempelai wanita yang akan dinikahi dengan jumlah nilai yang telah
disepakati antara kedua belah pihak sehingga tidak ada beban bagi pihak laki-
laki untuk memenuhinya.

Persepsi masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
terhadap pemberian uang jujuran jika ditinjau dalam hukum Islam secara
umum hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun.
Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar jujuran, yang ada
hanyalah kewajiban membayar mahar. Selama tidak bertentangan dengan
akidah dan syari’at dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus

menerus juga berulang-ulang maka hal ini diperbolehkan.

85
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B. Saran

1.

Masyarakat Banjar pada umumnya dan masyarakat desa Batu Balian Kec.
Simpang Empat Kab. Banjar pada khususnya hendaknya memahami secara
benar tentang arti dari jujuran sehingga tidak menganggap pemberian uang
Jujuran sebagai pemberian wajib untuk wanita yang akan dinikahi.

Tokoh agama sebagai panutan dalam masyarakat hendaknya memberikan
pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan
perkawinan khususnya tentang mahar dan jujuran agar mereka tidak
menganggap jujuran sebagai pemberian yang wajib diberikan namun hanya

sebagai hadiah untuk mempelai wanita.
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